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)Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Papua Tahun 2017                                                     Dinas Peternakan dan Kesehatah Hewan Provinsi Papua


BAB I  
PENDAHULUAN

1.1.    Latar Belakang
Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), dan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merupakan amanat yang wajib dilaksanakan oleh Kepala Daerah kepada DPRP Papua sesuai dengan Undang-Undang Republik  Indonesia Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 69  sebagaimana diatur secara rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah, dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ).
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRP Papua dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. LKPJ Gubernur Papua Tahun Anggaran 2017 disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Papua Tahun 2017 dan mengacu kepada Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Papua Tahun 2013-2018. LKPJ Gubernur Papua Akhir Tahun Anggaran  2017 merupakan pertanggungjawaban Gubernur untuk tahun kelima  RPJMD periode Tahun 2013-2018.
Tugas dan tanggung jawab Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Papua sebagai pelaksanaan pembangunan khususnya Peternakan dan Kesehatan Hewan di Provinsi Papua wajib menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan 

sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Gubernur Papua dan sebagai bahan penyusunan LKPJ Gubernur Papua.
1.2.   Dasar Hukum
Dasar hukum penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Tahun Anggaran 2017, adalah sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik  Indonesia  Tahun  2003  Nomor  47,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang   Nomor   15   Tahun   2004   tentang   Pemeriksaan   Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);


5. Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2004  tentang  Sistem  Perencanaan  Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor  26  Tahun  2007  tentang  Penataan  Ruang  (Lembaran Negara Republik  Indonesia  Tahun  2007  Nomor  68,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor  5587)  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan  Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55  Tahun  2005  tentang Dana  Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58  Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2007  Nomor  89,  Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

16.  Tahun  2008  Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2008  Nomor  20,  Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

1.3.  Tujuan
Tujuan dari penyusunan laporan ini adalah :
a. Untuk memberikan gambaran pelaksanaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan kepada Gubernur Papua; 

b. Untuk mengetahui kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam pelaksanaan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan di Provinsi Papua selama 5 (lima) tahun terakhir;
c. [bookmark: _GoBack]Sebagai wujud nyata komitmen antara Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Papua sebagai penerima dan Gubernur  Papua selaku pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; 
d. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi  kinerja aparatur;

1.4. Gambaran Umum Organisasi
a. Kedudukan dan Fungsi
Berpedoman pada Peraturan daerah Provinsi Papua nomor 12 tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Provinsi Papua, maka penjabaran Dinas Peternakan sebagai berikut :
a. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah unsur pelaksana pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Papua.
b. Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, Kepala Dinas dibantu oleh seorang Sekretaris Dinas.


Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi  Papua  sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi  Papua Nomor 12 Tahun 2013 bahwa Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang peternakan berdasarkan asas otonomi, tugas pembantuan dan dekonsentrasi.
Peraturan Gubernur Papua Nomor 47 Tahun 2015 dalam pelaksanaan tugas pokok tersebut Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan menyelenggarakan fungsi :
1. Perumusan kebijakan teknis pembangunan peternakan dan kesehatan hewan;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di dibidang peternakan dan kesehatan hewan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
4. Pelaksanaan ketatausahaan dinas;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
Adapun Struktur organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Papua, meliputi :
1) Kepala Dinas
2) Sekretaris, membawahi eselon IV terdiri dari :
a. Sub Bagian Program;
b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan 
c. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
3) Bidang Produksi Peternakan membawahi eselon IV terdiri dari :
a. Seksi Bibit, Pakan dan Budidaya Peternakan;
b. Seksi Teknologi dan Pengembangan Peternakan; dan
c. Seksi Pakan dan Sarana Peternakan.
4) Bidang Bina Usaha Peternakan, membawahi eselon IV terdiri dari :
a. Seksi Bimbingan Usaha;
b. Seksi Pengembangan Kelembagaan Usaha; dan
c. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil.
5) Bidang Kesehatan Hewan, membawahi eselon IV terdiri dari :
a. Seksi Pengamatan Penyakit dan Pengawasan Obat Hewan;
b. Seksi Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Perlindungan Hewan;dan
c. Seksi Kelembagaan dan Sumberdaya Kesehatan Hewan.
6) Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pasca Panen, membawahi eselon IV terdiri dari :
a. Seksi Pasca Panen dan Hiegen Sanitasi
b. Seksi Zoonosis dan Kesejahteraan Hewan; dan
c. Seksi Pengujian Produk Hewan.
7) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Pembibitan Ternak Kampung Harapan, membawahi eselon IV  terdiri dari :
a. Sub Bagian Tata Usaha
b. Seksi Pembibitan dan Kesehatan Hewan
c. Seksi Pakan dan Sarana Peternakan
8) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Klinik Hewan dan Laboartorium Type-B Entrop, membawahi eselon IV  terdiri dari :
a. Sub Bagian Tata Usaha
b. Seksi Mikrobiologi, Patologi dan Parasitologi.
c. Seksi Sarana
d. Seksi Klinik dan Laboratorium
9) Kelompok jabatan fungsional (Petugas Analisis harga pasar, medis/paramedis, pengawas mutu bibit, pengawas mutu pakan)

b. Tugas dan Fungsi 
Dari struktur organisasi di atas dapat dijelaskan uraian tugas sebagai berikut :
1) Kepala Dinas 
Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi membawahi Sekretariat, Bidang Produksi Peternakan, Bidang Kesehatan Hewan, Bidang Bina Usaha Peternakan, Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner, UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional.: 
2) Sekretariat
Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, 


pembinaan, pengkoordinasian, penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang program, keuangan, perlengkapan, umum dan kepegawaian, serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
3) Bidang Produksi Peternakan
Bidang Produksi Peternakan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan strategis, pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian bidang Produksi Peternakan, Penerapan teknologi dan Pengembangan Peternakan. 
4) Bidang Kesehatan Hewan
Bidang Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan strategis, pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian bidang kesehatan hewan, serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas.
5) Bidang Bina Usaha Peternakan
Bidang Bina Usaha Peternakan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan strategis, pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian bidang Bina Usaha Peternakan, pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan, serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas.


6) Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner
Bidang Kesahatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan strategis, pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner, menjamin kemanan Pangan Yang Aman Utuh Sehat dan Halal, serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas.
7) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai tugas sebagai unsur pelaksana teknis Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas. 
8) Kelompok Jabatan Fungsional
Melaksanakan tugas sesuai dengan keahliannya dalam Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

2.  Susunan Kepegawaian dan Aset yang di Kelola
Sumber  Daya  Aparatur  yang  ada  pada  Dinas  Peternakan  dan  Kesehatan Hewan Provinsi Papua termasuk yang tersebar di UPTD Lingkup Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sampai dengan akhir Tahun 2017berjumlah 92 orang.



Tabel 1.1
Komposisi  Pegawai  Lingkup  Dinas  Peternakan  dan  Kesehatan  Hewan  Provinsi Papua  Akhir Tahun 2017

	
No
	
Unit Kerja
	PENDIDIKAN TERAKHIR


	
	
	S3
	S2
	S1
	D1/
D3
	SMA
	
SMP

	SD
	Total

	1
	Sekretariat
	-
	2
	10
	2
	9
	-
	-
	23

	2
	Bidang Produksi  Peternakan
	-
	1
	6
	3
	3
	-
	-
	13

	3
	Bidang Bina Usaha
	-
	2
	4
	1
	3
	1
	1
	12

	4
	Bidang Kesehatan Hewan
	-
	1
	7
	1
	1
	-
	-
	10

	5
	Bidang Kesmavet
	-
	-
	6
	1
	1
	-
	-
	8

	6
	UPTD Klinik Hewan
	-
	1
	6
	1
	1
	-
	-
	9

	7
	UPTD Pembibitan
	-
	-
	9
	1
	6
	-
	2
	18

	Jumlah
	-
	7
	48
	10
	24
	1
	3
	93


Sumber : Data Nomnatif Pegawai Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 
        Provinsi Papua  Tahun 2017
  
Dari tabel di atas terlihat bahwa dari 93 pegawai Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Papua sesuai jenjang pendidikan didominasi oleh pendidikan sarjana 48 pegawai, 24 pegawai pendidikan SMA, 10 pegawai pendidikan D3, 7 pegawai pendidikan  S2, 3 pegawai pendidikan SD dan 1 pegawai pendidikan SMP.






Tabel 1.2.
Data Pegawai Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Papua
Tahun 2017 Dirinci Menurut Golongan
	No
	Golongan
	Jumlah (Orang)
	Persen

	1
	IV/d
	1
	1,08

	2
	IV/c
	-
	-

	3
	IV/b
	5
	5,38

	4
	IVa
	4
	4,30

	5
	IIId
	14
	15,05

	6
	IIIc
	15
	16,13

	7
	IIIb
	26
	27,96

	8
	IIIa
	12
	12,90

	9
	IId
	4
	4,30

	10
	IIc
	2
	2,15

	11
	IIb
	2
	2,15

	12
	IIa
	5
	5,38

	13
	Id
	1
	1,08

	14
	Ic
	1
	1,08

	15
	Ib
	-
	-

	16
	Ia
	1
	1,08

	 
	Jumlah
	93
	100.00


Sumber : Data Nomitaif Pegawai Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 
        Provinsi Papua, 2017

Jumlah pegawai menurut golongan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Papua Tahun 2017 didominasi oleh pegawai dengan golongan III/b sebanyak 26 orang (27,96%) dan Golongan III/c (16,13%).



Tabel 1.3.
Data Pegawai Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Papua
Tahun 2017 Dirinci Menurut Jenis Kelamin
	No
	Jenis Kelamin
	Jumlah (Orang)
	Persen

	1
	Laki-Laki
	49
	52,69

	2
	Perempuan
	44
	47,31

	 
	Jumlah
	93
	100.00


Sumber : Data Nomitaif Pegawai Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 
        Provinsi Papua, 2017

Jumlah pegawai menurut Jenis Kelamin pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Papua Tahun 2017 didominasi oleh pegawai dengan Jenis Kelamin laki-laki sebanyak 49 orang (52,69%), sedangkan perempuan sebanyak 44 orang (47,31%). 
Tabel. 1.4.
Keadaan Pegawai Menurut Jabatan
 Strukutural dan Fungsional
	No
	Uraian Jabatan
	Eselon
	Jumlah (Orang)

	
	
	II
	III
	IV
	

	
	
	a
	b
	a
	b
	a
	b
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Struktural
	1
	-
	7
	-
	22
	-
	30

	2
	Fungsional*
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	1


Ket: *Fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian 

Jabatan Struktural Eselon II, III dan IV pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Papua sebanyak 30 orang dan jabatan fungsional sebanyak 1 orang  jabatan fungsuional Analis Pasar Hasil Pertanian yaitu Saudara Antonius Nevi,A.Md 


Fasilitas perkantoran untuk mendukung pelaksanaan tugas administrasi, teknis dan fungsional tersebar di beberapa lokasi. Kantor induk Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Papua  bertempat di Jalan Raya Abepura Kantor Dinas Otonom Gedung B. Lantai II dan III Kotaraja Jayapura Papua . Untuk fasilitas perkantoran UPTD lingkup Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Papua ada di 2 lokasi, yaitu UPTD Balai Pembibitan Ternak berada di Kampung Nolokla Distrik Sentani Timur dan UPTD Balai Klinik Hewan dan Laboratorium Type B di Entrop.  







Tabel 1.5.
Sarana Prasarana Pendukung Pelayanan Pembangunan Bidang Peternakan Dan                Kesehatan Hewan Tahun 2017

	No.
	Uraian
	Jumlah (unit)
	Lokasi

	
1.






2.

3.



4.

5.



6.


7.



8.
	
Pusat Kesehatan Hewan





Laboratorium Type B 

Laboratorium Type C



Pasar Hewan

Pos Inseminasi  Buatan


UPTD Pakan


Rumah Potong Hewan 


Tanah

	
31






1

7



3

14



4


12



2 Lok
	
Merauke (6), Jayawijaya (2), Jayapura (2), Nabire (3), Kepulauan Yapen (1), Biak (2), Puncak Jaya (1), Mimika (1),  Yahukimo (1), Sarmi (1),  Keerom(1), Waropen (4), Supiori (1), Maberamo Raya (1), Nduga (1), Lanny Jaya (2), Kota Jayapura (1).

Provinsi Papua

Merauke, Jayapura, Nabire, Kepulauan Yapen, Biak Numfor, Mimika, dan Boven Digoel

Kab. Jayapura, Nabire, Paniai
 
Merauke (5), Jayawijaya (1), Jayapura (3), Nabire (1), Biak Numfor (1), Mimika (1),  Sarmi (1), Kota Jayapura (1)

Nabire (1), Biak Numfor (2), Mimika (1) 


Merauke (3), Jayapura (2), Mimika (4), Kerrom (1), Waropen (1), Kota Jayapura (1) 

Besum, Koya Barat.







3. Jenis Pelayanan dan Kelompok Sasaran
Pembangunan peternakan di Provinsi Papua pada tahun 2014 - 2018 adalah bagaimana meningkatkan pertumbuhan populasi ternak sapi, babi, unggas sebagai komoditas strategis dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan, dan industri peternakan dalam daerah, memenuhi kebutuhan daerah-daerah baik kebutuhan akan ternak bibit maupun ternak potong tanpa meninggalkan kualitas dan produktivitas ternak. Daerah Papua sebagai salah satu daerah wiayah pengembangan kedepannya akan menjadi sentra penyedia daging nasional harus mampu menjaga keseimbangan antara tuntutan  kebutuhan  pemotongan  dalam  negeri,  program  perbibitan  dan  perbaikan kualitas genetik sebagai plasma nutfah asli Indonesia. Adapun filosofinya adalah :
a. Daerah Papua sebagai wilayah pengembanga perbibitan ternak wilayah timur Indonesia.
b. Pengembangan daerah sentra produksi peternakan terintegrasi dalam pengembangan rumpun hijau berbasis wilayah adat;
c. Sapi dan babi merupakan pengungkit komoditi ternak lain. 

Berdasarkan hasil analisis situasi peternakan di Papua  beberapa tahun terakhir, isu strategis yang dihadapi dalam rangka mewujudkan Papua sebagai daerah penyedia  daging  melalui  pengembangan  sentra  produksi  peternakan menuju industrialisasi adalah : Menurunnya kualitas ternak, hal ini selain disebabkan oleh tingginya inbreeding dan masih rendahnya 



kontribusi inseminasi buatan dalam menyiapkan bibit ternak berkualitas, juga faktor kualitas dan kuantitas pakan hijauan maupun pakan olahan masih relatif rendah.

4.   Pengembangan Daerah sentra produksi peternakan	
Untuk mendukung pengembangan daerah sentra produksi peternakan, ada beberapa langkah yang akan dilaksanakan, yaitu :
1. Kebijakan  dan  Program  yang  memfokuskan  pada  pengembangan  industri olahan, yaitu :
a. Pengembangan ternak sapi dan babi sebagai komoditi unggulan daerah, didukung dengan pengembangan komoditi ternak lain yang memiliki potensi dan pangsa pasar yang lebih besar seperti ternak kambing,unggas dan aneka ternak (lebah madu dan kelinci).
b. Sistem/model pemberdayaan peternakan yang berpihak pada masyarakat.
c. Kebijakan penanaman HMT dan pemanfaatan Limbah pertanian 
d. Pendataan/updating data populasi dasar sapi dan babi dilakukan secara berkelanjutan.
e. Sinergitas dan kerjasama lintas Instansi terkait (Distan TPH, Disbun, BPTP, Distamben, dan lain lain.) yang sangat koordinatif.


2. Peningkatan kapasitas teknis sumberdaya aparat diarahkan pada :
a. Upaya pemanfaatan limbah pertanian sebagai pakan ternak yang belum optimal, sehingga perlu dilakukan pendampingan dan pelatihan pengolahan pakan hasil samping pertanian.
b. Menjaga Angka kelahiran ternak (rata-rata 50 % dari induk produktif) dan mengurangi angka kematian (10 % dari pedet yang lahir).
c. Pengendalian kasus beberapa penyakit hewan menular strategis.
d. Meningkatkan transformasi teknologi (IB, TE, Breeding, Penyakit).
e. Menyediakan produk pangan asal hewan yang ASUH, menyangkut sistim pemotongan, sarana dan prasarana teknologi pasca panen melalui revitalisasi RPH.
3.   Masyarakat dan kelompok Peternak.
a. Potensi Beternak sebagai usaha kelompok yang menjanjikan, yang didukung dengan sosial budaya masyarakat yang sangat kuat.
b. Pemasaran ternak diharapkan berorientasi pasar melalui pembangunan pasar hewan.
c. Akses permodalan relatif semakin baik namun masih belum dimanfaatkan oleh kelompok peternak.
d. Usaha peternakan hanya berorientasi pada produksi daging dan  belum dipadukan dengan tenaga kerja, energi, pupuk  dan wisata.



e. Jaminan keamanan usaha masih kurang yang disebabkan belum ditunjang awearness,   advokasi,   tertib RPH (administrasi, teknis, Cap daging, razia daging legal/ilegal dan regulasi).
f. Peternak lokal masih terus mengharapkan bantuan pemerintah dan belum berpikir dalam pencapaian kemandirian. 
4.   Kelembagaan Peternak
a. Kelompok Peternak
· Organisasi  kelompok  lemah  dan  mudah  bubar;
· Administrasi kelompok kurang (pencatatan ternak lahir, sakit/mati dan jual beli).
· Kader teknis dalam setiap kelompok melalui sarjana pendamping sangat bermanfaat (kader IB, kesehatan hewan dan vaksinasi).
· Belum semua kelompok memiliki aturan/regulasi (pertemuan anggota, pembagian tugas,  dan sanksi).
· Program  Sarjana  Membangun  Desa  (SMD)  perlu  dilanjutkan  dalam meningkatkan produksi dan produktivitas ternak.
a. Kelompok Kandang Kolektif.
· Kesulitan  penyediaan  lahan  untuk  pengembangan  Hijauan  Makanan Ternak dan pakan olahan.
· Belum semua kelompok memiliki aturan.
· Sanitasi lingkungan kandang kelompok kurang.
· Pengembangan dan pemanfaatan multiplayer efek berkelompok masih rendah.
5.   Swasta/Pengusaha
a. Masih banyak Pengusaha tidak tertarik melakukan usaha pembibitan dan hanya  berminat pada usaha perdagangan ternak.
b. Kepedulian terhadap proses produksi masih sangat rendah dan hanya berorentasi pada hasil.
c. Mendorong berkembangnya industri-industri pengolah hasil seperti pentolan bakso, dendeng, Abon, tepung tulang, kulit sapi dijadikan kerupuk, dan lain lain
d. Fasilitasi peralatan pengolahan produk sudah mulai dikembangkan untuk mendukung berkembangnya industri hilir.
e. Kerjasama antar pengusaha (asosiasi pedagang hewan) belum optimal dilaksanakan, termasuk untuk pengembangan kelompok-kelompok perbibitan.
f. Dukungan dana Coorporate Social Responsibility (CSR) masih terbatas.






BAB II
KEBIJAKAN DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 
PROVINSI PAPUA

2.1. Rencana Strategis 2014-2018
Dalam melaksanakan visi dan misinya pada tahun 2017, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Papua, telah mengacu pada  Rencana  Strategis  (Renstra) Dinas  Peternakan dan  Kesehatan Hewan Provinsi Papua Tahun 2014-2018 dan Rencana Pembangunan Jangka Menegah (RPJMD) Provinsi Papua 2013-2018. Selain itu Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Papua mengacu pada Rencana Strategis Kemeterian Pertanian 2014-2019 melalui Renstra Direktorat Teknis yaitu Renstra Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. 
1. V i s i
Visi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Papua dalam kaitannya mendukung Kebijakan Gubernur Papua yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Papua 2013-2018 dan Kebijakan Pembangunan Peternakan Nasional yaitu :
 (
“TERWUJUDNYA KEMANDIRIAN
,
  KETAHANAN 
DAN KEAMANAN 
PANGAN ASAL HEWAN SERTA MENUMBUHKAN KOMODITAS UNGGULAN SPESIFIK LOKAL GUNA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETERNAK”
)






2. M i s i 
	Untuk mewujudkan Visi Dinas Peternakan dan Kesehetan Hewan Provinsi, maka Misi yang dilaksanakan adalah :
1. Meningkatkan kualitas dan produktivitas sumberdaya peternakan dan kesehatan hewan;
2. Meningkatkan produksi dan produktivitas ternak dengan menjaga keseimbangan ekosistem menuju kemandirian dan ketahanan pangan asal hewan;
3. Meningkatkan jaminan produk pangan dan olahan asal hewan yang aman,sehat, utuh dan halal (ASUH) untuk di konsumsi;
4. Meningkatkan status kesehatan hewan;
5. Mewujudkan usaha peternakan yang terintegrasi guna menumbuhkan usaha ekonomi produktif dan menciptakan lapangan kerja di pedesaan;
6. Meningkatkan kemampuan dan ketrampilan pelaku usaha pengolahan hasil peternakan dan produk olahannya serta menumbukembangkan daya saing produk peternakan melalui peningkatan mutu produk, sertifikasi dan jejaring pemasaran.
Tujuan dan Sasaran
Sasaran  merupakan  tindakan-tindakan  yang akan dilakukan untuk  mencapai  tujuan dan memberikan fokus pada penyusunan kegiatan yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai. Sejalan dengan visi dan misi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Papua, maka tujuan yang akan dicapai Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Papua yaitu :

Misi Pertama : Meningkatkan kualitas dan produktivitas sumberdaya manusia peternakan dan kesehatan hewan
Tujuan :
Mendorong  untuk peningkatan  pengetahuan, sikap dan  keterampilan  aparatur  petenakan dan kesehatan hewan serta masyarakat peternak.
Sasaran: 
Meningkatkan kualitas  sumber daya manusia peternak baik aparatur maupun peternak melalui pendidikan dan pelatihan.

	Misi Kedua : 	Meningkatkan produksi dan produktivitas ternak dengan menjaga keseimbangan ekosistem menuju ketahanan dan kemandirian pangan asal hewan.
Tujuan : 
Mendorong  peningkatan ketersediaan pangan asal hewan daerah 
Sasaran: 
Meningkatnya Produksi dan produktivitas ternak dan hasil ternak 

Misi Ketiga : Meningkatkan produk pangan dan olahan asal hewan yang aman,sehat, utuh dan halal (ASUH) untuk dikonsumsi 


Tujuan : 
Menjamin  kemanan pangan dan non pangan asal hewan dari bahaya penyakit berbahaya 
Sasaran: 
Ternak dan produk asal ternak bebas dari cemaran residu dan penyakit zoonosis serta layak untuk dikonsumsi.

Misi Keempat : Meningkatkan status kesehatan hewan 
Tujuan : 
Meningkatnya pengendalian dan pencegahan penularan penyakit hewan strategis dan penyakit zoonosis di Papua ;
Sasaran: 
Meningkatkan pengendalikan dan mencegah penularan penyakit hewan strategis dan zoonosis di Papua
Misi Kelima : Mewujudkan usaha peternakan yang terintegrasi guna menumbuhkan usaha ekonomi produktif dan menciptakan lapangan kerja di pedesaan.
Tujuan : 
Mengembangkan usaha peternakan yang terintegrasi dengan sektor lain dalam rangka meningkatkan ekonomi peternak dan meningkatkan lapangan kerja di pedesaan ;
Sasaran: 
· Menyediakan sarana dan prasarana peternakan


· Membentuk kawasan peternakan terintegrasi dengan tanaman pangan, perkebunan dan kehutanan 
· Meningkatnya angkatan kerja sektor peternakan

Misi Keenam : Menjadikan peternak yang kreatif, inovatif  dan  mandiri  serta  mampu memanfaatkan IPTEK dan sumberdaya lokal untuk menghasilkan produk peternakan yang berdaya saing.
Tujuan : 
Meningkatnya nilai tambah produk peternakan dan kesehatan hewan melalui penerapan teknologi .  
Sasaran: 
· Meningkatnya kualitas mutu ternak dan hasil olahan produk peternakan;
· Pemanfaat sumberdaya lahan yang ramah lingkungan mendukung usaha peternakan dan kesehatan hewan;
· Meningkatnya skala usaha peternakan.

3. Kebijakan dan Strategi
a)  Arah dan Kebijakan
Pembangunan peternakan dan kesehatan hewan Provinsi Papua merupakan bagian integral dari pembangunan pertanian dan pembangunan nasional seperti dituangkan dalam RPJMN 2014-2019 dan RPJMD Provinsi Papua Tahun 2013-2018, utamanya dalam 

mewujudkan Ketahanan dan Kemandirian Pangan. Untuk itu, pemerintah harus mampu menjamin arah dan langkah-langkah baik di tingkat nasional, regional, dan global direalisasikannya komitmen Millenium Developmet Goal (MDGs) yang: pro poor, pro growth, pro job; dan pelestarian lingkungan hidup.
Dengan mengacu pada RPJMN dan RPJMD Provinsi Papua, arah kebijakan umum pembangunan peternakan dan kesehatan hewan Provinsi Papua Tahun 2014-2018 adalah :
1. Meningkatkan populasi dan produktivitas ternak;
2. Meningkatkan produksi pakan ternak;
3. Pendekatan kawasan peternakan berbasis perwilayahan adat berskala ekonomi
4. Meningkatkan status kesehatan hewan;
5. Menjamin produk hewan yang ASUH dan berdaya saing;
6. Meningkatkan usaha peternakan dan hasil olahan produk peternakan;
7. Revitalisasi   pembiayaan petani dan    kelembagaan    petani    dalam  rangka meningkatkan ketersediaan  pembiayaan/kredit  
8. Optimalisasi  potensi  perempuan  melalui  kegiatan  produktif  di bidang pengolahan dan pemasaran hasil pertanian (Pengarusutamaan gender).
9. Pengembangan industri hilir pertanian di perdesaan yang berbasis kelompok tani untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pertanian, membuka 


lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan keseimbangan ekonomi desa kota dengan sistem Tanam-Petik-Olah-Jual
10. Meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat
11. Peningkatan dan penerapan manajemen pembangunan pertanian yang akuntabel dan good governance

b)  Strategi
Strategi adalah cara dan teknik mencapai tujuan dan sasaran yang akan dijadikan acuan dalam penetapan kebijakan, program dan kegiatan serta merupakan asumsi dasar untuk tercapainya tujuan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Papua.  Strategi dimaksud adalah :
1. Meningkatkan sinergitas pembangunan peternakan dan kesehatan hewan;
2. Menerapkan SOP secara bertahap pada unit kerja;
3. Meningkatkan kapasitas SDM melalui pendidikan formal dan pembinaan;
4. Meningkatkan sistem informasi.
5. Meningkatkan prasarana dan sarana mendukung penerapan layanan yang efektif, efisien, akuntabel dan transparan
6. Mengembangkan kawasan peternakan berbasis komoditas strategis dan unggulan lokal secara berkelanjutan didukung penerapatan teknologi;



7. Mengembangkan  kemitraan usaha  peternakan dan kesehatan hewan, yang harmonis dan berkelanjutan
8. Meningkatkan jaminan keamanan pangan asal hewan yang ASUH.
9. Pengembangan perbibitan peternakan berdasarkan kawasan sentra komoditi unggulan daerah. 
10. Memfasilitasi tersedianya sarana pengolahan hasil peternakan secara memadai baik kualitas maupun kuantitasnya.
11. Meningkatkan pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan menular.
12. Meningkatkan fasilitasi pembiayaan dan pemasaran produk peternakan dan hasil olahan peternakan serta mengembangkan jaringan pemasaran dan informasi pasar;
13. Meningkatkan kapasitas SDM peternak dan kelompok ternak
14. Meningkatkan promosi produk peternakan 
15. Memperkuat kelembagaan peternakan di semua lapisan dan otoritas veteriner.

4. Program dan Kegiatan
Untuk untuk pencapaian tujuan sasaran pembangunan peternakan dan kesehatan hewan di Provinsi Papua yang dilakukan secara sistematis dengan outcome yang diharapkan yaitu meningkatnya produksi dan produktivitas ternak, meningkatnya status kesehatan hewan, meningkatnya kemananan pangan dan bahan pangan asal hewan yang ASUH 


dan meningkatnya kesejahteraan peternak. Program dan kegiatan dilakukan melalui sumber pendanaan APBD dan APBN  Tahun Anggaran 2017 yaitu :
a. Program dan Kegiatan APBD
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
· Penyediaan Jasa Suarat Menyurat;
· Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumberdaya Air dan Listrik;
· Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja;
· Penyediaan Alat Tulis Kantor;
· Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
· Penyediaan Komponen Intalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
· Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundan-Undangan;
· Penyediaan Makanan dan Minuman;
· Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
· Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;
· Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan;
· Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
· Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
· Pendidikan dan Pelatihan Formal;
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
· Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
· Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran;
· Penyusunan Renja, RKA dan Perubahan APBD
6. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani;
· Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis;
· Sosialisasi Pembangunan Peternakan
· Pekan Nasional (PENAS) Pertemuan Kontak Tani Nelayan Andalan Nasional
7. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
· Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak;
· Penelitian dan Identifikasi Penyakit Ternak;
· Peningkatan Sumberdaya Kelembagaan Kesehatan Hewan;
· Pencegahan, Pengendalian, Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Gangguan Penyakit Reproduksi Ternak;
8. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan;
· Pembangunan Sarana dan Prasarana Pembibitan Ternak
· Pembibitan dan Perawatan Ternak;
· Penyusunan Database Potensi Peternakan;
· Penguatan Kelembagaan Inseminasi Buatan;
· Pengembangan Sarana dan Prasarana Produksi Ternak;
· Pengembangan Ternak Besar;
· Pengembangan Ternak Kecil;
9. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan;
· Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Peternakan Tepat Guna
10. Program Perencanaan Pembangunan;
· Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
· Rapat Kerja Teknis;
· Rapat Evaluasi;
· Penyusunan Program dan Anggaran Rencana Kerja/Teknis/Program
· Penyusunan Data Statistik Peternakan dan Kesehatan Hewan
11. Program Peningkatan Keamanan Pangan dan Ketahanan Pangan Asal Hewan;
· Peningkatan Mutu Keamanan Pangan Asal Hewan;
· Penanganan Pasca Panen Produk Pangan Asal Hewan (PPAH) dan Bahan Pangan Asal Hewan (BPAH);
· Pelayanan Kebijakan Pengujian Produk Pangan Di Masyarakat;
12. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan;
· Promosi Hasil Produk Peternakan;
· Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Usaha Peternakan.

b. Program dan Kegiatan APBN
Program dan Kegiatan yang bersumber dari dana APBN (Tugas Pembantuan) Tahun 2017 dengan kegiatan sebagai berikut :
1. Program/Kegiatan Tugas Pembantuan TA. 2016
· Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat;
Kegiatan yang dilaksanakan antara lain :
· Penyediaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak 
Sub Kegiatannya sebagai berikut :
· Pengembangan Populasi Sapi Potong;
· Optimalisasi Reproduksi;
· Pengembangan Populasi Kambing;
· Pengembangan Populasi Babi
· Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan
Sub Kegiatannya Sebagai Berikut :
· Layanan Dukungan Manajemen Eselon I
· Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan serta Penatausahaan Barang Milik Negara

2.2. Sasaran dan Target Capaian 
Sesuai Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Papua sasaran capaain yang akan dicapai terlihat pada tabel berikut :

Tabel. 2.1.
Target Capaian Sasaran Strategis Tahun 2017
	No.
	Sasaran Strategis
	Indikator Kinerja
	Target

	
1.
	
Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Ternak
	
a.  Populasi (ekor)
	

116.913
790.480
57.007
2.107.544
6.800.779
629.594
77.645

	
	
	1. Sapi
2. Babi
3. Kambing
4. Ayam buras
5. Ayam ras pedaging
6. Ayam ras petelur
7. Itik
	

	
	
	b. Produksi (kg/tahun)
1. Daging :
· Sapi Potong
· Babi
· Kambing
· Ayam Buras
· Ayam ras Pedaging
· Ayam Ras Petelur
· Itik
2. Telur
· Ayam Buras
· Ayam ras Petelur
· Itik
	

4.136.982
8.782.552
256.839
4.020.139
6.167.966
461.240
48.684

1.364.636
4.740.843
498.017

	2.
	Meningkatnya Status Kesehatan Hewan melalui pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular strategis  sebesar
	Presentase jumlah kasus penyakit hewan menular startegis yang ditanggulangi (persen)
	100

	3.
	Meningkatnya jaminan pangan asal hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) di masyarakt
	Persentase jumah kasus cemaran bahan kimia, mikroba yang terkandung dalam bahan pangan asal hewan melalui pengujian laboratorium (persen)
	80

	4.
	Meningktnya Kesejahteraan peternak
	Indeks Nilai Tukar Peternak (NTPP)
	>1

	5.
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Intansi
	Nilai Evaluasi Sakip
	B

	4.
	Terwujudnya Pengelolaan secara lestari mendukung peningkatan perekonomian masyarakat
	Kontirbusi PDRB Sub Sektor Peternakan terhadap PDRB Provinsi Papua(%)
	1.20





Dari tabel diatas,  Dinas Peternakan dan Kesehatan  Hewan Provinsi Papua Tahun  2017  memuat  kegiatan-kegiatan  yang dilaksanakan dalam satu tahun guna mencapai sasaran program yang ditetapkan. RKT ini merupakan turunan dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Papua yang berjangka waktu satu tahun dan berpedoman pada RKPD Provinsi Papua Tahun 2017. 















BAB III
KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN SKPD

3.1. ANGGARAN BELANJA, REALISASI DAN PELAKSANAAN URUSAN PILIHAN
a. Anggaran Pendapatan Dan Belanja OPD Tahun 2017
Pelaksanaan kegiatan Tahun 2017 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Papua didasarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2017 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 20 Tahun 2016 tanggal 29 Desember 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua dan Peraturan Gubernur Papua Nomor 31 Tahun 2016 tanggal 29 Desember 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2017, dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 2 Tahun 2017 tanggal 20 September 2017 dan Peraturan Gubernur Papua Nomor 50 Tahun 2017 tanggal 22 September 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran PEndapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2017.
Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Papua Tahun Anggaran 2017 dapat diuraikan pada Tabel sebagai berikut :



Tabel 3.1.
Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Papua Tahun Anggaran 2017

	Kode Rek
	Uraian
	Anggaran Sebelum Perubahan
	Anggaran Sesudah Perubahan
	Bertambah (Berkurang)
	%

	4
	PENDAPATAN
	600.000.000,00
	600.000.000,00
	0,00
	0,00

	4.1
	
	PENDAPATAN ASLI DAERAH
	600.000.000,00
	600.000.000,00
	0,00
	0,00

	4.1.2
	
	
	Hasil Redistribusi Daerah
	600.000.000,00
	600.000.000,00
	0,00
	0,00

	5
	BELANJA
	31.711.366.000,00
	47.600.814.000,00
	15.889.448.000,00
	50,11

	5.1.
	
	BELANJA TIDAK LANGSUNG
	11.711.366.000,00
	12.600.814.000,00
	889.448.000,00
	7,59

	5.1.1

	
	
	Belanja Pegawai
	11.711.366.000,00
	12.600.814.000,00
	889.448.000,00
	7,59

	5.2.
	
	BELANJA LANGSUNG
	20.000.000.000,00
	35.000.000.000,00
	15.000.000.000,00
	75,00

	5.2.1
	
	
	Belanja Pegawai
	1.015.740.000,00
	1.145.290.000,00
	129.550,00
	12,75

	5.2.2
	
	
	Belanja Barang dan Jasa
	16.426.860.000,00
	31.297.310.000,00
	14.870.450.000,00
	90,53

	5.2.3
	
	
	Belanja Modal
	2.557.400.000,00
	2.557.400.000,00
	0,00
	0,00

	
	SURPLUS / (DEFISIT)
	(31.111.366.000,00)
	(47.000.814.000,00)
	15.889.448.000,00
	51,07



Penjelasan  Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Papua Tahun Anggaran 2017 sesudah perubahan:
a. Pendapatan
Dari tabel diatas. dapat dijelaskan bahwa Anggaran Pendapatan berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesudah perubahan sebesar Rp. 600.000.000,00 yang merupakan hasil redistribusi daerah. Estimasi pendapatan tidak mengalami perubahan dari Pendapatan sebelum perubahan diketahui Estimasi Pendapatan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Papua hanya bersumber dari Restribusi Daerah 

berupa Restribusi Jasa usaha berupa Restribusi pemakaian kekayaan daerah dan Restribusi penjualan produksi usaha daerah ( Hasil penjulan ternak besar/sapi bakalan, hasil penjualan ternak kecil/unggas).
b. Belanja
Anggaran Belanja sesudah perubahan sebesar Rp. 47.600.814.000,00 atau mengalami kenaikan sebesar 50,11 persen dari anggaran belanja sebelum perubahan yang hanya sebesar Rp. 31.711.366.000,00.
Anggaran Belanja pada APBD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Papua terdiri dari :
1. Belanja Tidak Langsung (BTL)
Belanja Tidak Langsung diperuntukkan untuk belanja gaji pegawai Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Papua dengan nilai anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 12.600.814.000,00 atau mengalami kenaikan sebesar 7,59 persen dari Anggaran belanja induk yang hanya sebesar Rp. 11.711.366.000,00.
2. Belanja Langsung (BL)
Belanja langsung diperuntukan untuk belanja pembangunan yang membiayai pelaksanaan program dan kegiatan dengan sumber dana berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Otonomi Khusus (DOK/OTSUS). Alokasi belanja langsung sesuai rincian tabel 3.1. dapat dijelaksan sebagai berikut :
· Belanja Pegawai sebesar Rp. 1.145.290.000,00  yang diperuntukan untuk membiayai Gaji pegawai, Tunjangan dan Tambahan Penghasilan Bersyarat (TPB). 
· Belanja Barang/Jasa sebesar Rp. 31.297.310.000,00 atau mengalami kenaikan sebesar (90,53) persen dari belanja sebelum perubahan yang hanya sebesar            Rp. 16.426.860.000,00.  Kenaikan belanja barang/jasa setelah perubahan disebabkan adanya penambahan kegiatan yaitu kegiatan Pengembangan Ternak (Program Gerbangmas) pada Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan dengan jumlah dana sebanyak Rp. 15,000,000.000 
· Belanja modal sebesar Rp. 2.557.400.000,00 
c. Surplus/Defisit
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Papua Tahun Anggaran 2017 sesudah perubahan mengalami (DEFISIT) sebesar                       Rp. 47.000.814.000,00 yang merupakan selisih antara total Pendapatan sebesar Rp.600.000.000,00 dengan total Belanja sebesar Rp. 47.600.814.000,00 atau sebesar 51,07 persen.

b. Realisasi Anggaran 
1. Realisasi Pendapatan
Dari estimasi pendapatan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Papua Tahun 2017 sebesar Rp. 600.000.000,00 terealisasi sebesar  Rp. 866.252.860,00 atau 144,37% 
Tabel 3.2.
Realisasi Pendapatan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 
Provinsi Papua Tahun Anggaran 2017
	Kode Rek
	Uraian
	Anggaran Sesudah Perubahan
	Realisasi 
	%

	4
	PENDAPATAN
	600.000.000,00
	866.252.860,00
	153,06

	4.1
	
	PENDAPATAN ASLI DAERAH
	600.000.000,00
	866.252.860,00
	153,06

	4.1.2
	
	
	Hasil Redistribusi Daerah
	600.000.000,00
	866.252.860,00
	153,06



2. Realisasi Belanja
Realisasi belanja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2017 sebesar              Rp. 44.437.689.535,00 atau sebesar 93,35 persen dari target belanja sebesar                      Rp. 47.600.814.000,00. 
Realisasi belanja tersebut terdiri dari belanja tidak langsung sebesar                                 Rp. 11.897.043.459,00 atau sebesar 94,41 persen dan belanja langsung sebesar                      Rp. 32.540.646.076,00 atau sebesar  93,09 persen.  Realisasi terinci terlihat pada tabel berikut.  





Tabel 3.3.
Realisasi Belanja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 
Provinsi Papua Tahun Anggaran 2017
	Kode Rek
	Uraian
	Anggaran Sesudah Perubahan
	Realisasi 
	%

	2
	BELANJA
	47.600.814.000,00
	44.437.689.535,00
	93,35

	5.1
	BELANJA TIDAK LANGSUNG
	12.600.814.000,00
	
11.897.043.459,00
	94,41

	5.1.1
	Belanja Pegawai
	12.600.814.000,00
	11.897.043.459,00
	94,41

	5.2
	BELANJA LANGSUNG
	35.000.000.000,00
	32.540.646.076,00
	 93,09

	2.1
	
	BELANJA OPERASI
	32.442.600.000,00
	30.298.666.557,00
	93,39

	2.1.1
	
	
	Belanja Pegawai
	1.145.290.000,00
	1.076.986.300,00
	94,04

	2.1.2
	
	
	Belanja Barang
	31.297.310.000,00
	29.221.680.257,00
	93,37

	2.2
	
	BELANJA MODAL
	2.557.400.000,00
	2.241.979.519,00
	87,67

	2.2.2
	
	
	Belanja Peralatan dan Mesin
	145.000.000,00
	144.610.000,00
	99,73

	2.2.3
	
	
	Belanja Bangunan dan Gedung
	2.412.400.000,00
	2.097.369.519,00
	86,94


     
· Realisasi pelaksanaan Belanja Tidak Langsung
Belanja Tidak Langsung diperuntukan untuk pembayaran gaji, tunjangan dan tambahan penghasilan  pegawai Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi 
Papua yang berjumlah 93 pegawai. Realisasi belanja pegawai pada tahun 2017 sebesar Rp. 11.897.043.459,00 atau 94,41 persen dari jumlah anggaran yang tersedia sebesar Rp. 12.600.814.000,00. Secara rinci terlihat pada tabel.
Tabel 3.4.
Realisasi Belanja Tidak Langsung Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Papua Tahun Anggaran 2017

	URAIAN
	JUMLAH ANGGARAN
	REALISASI
	PERSEN

	Gaji PokokPNS/Uang Representase
	4.568.192.250,00
	4.230.234.960,00
	92,60

	Tunjangan Keluarga
	398.024.000,00
	369.086.602,00
	92,73

	Tunjangan Jabatan
	337.660.000,00
	316.390.000,00
	93,70

	Tunjang Fungsional
	5.000.000,00
	700.000,00
	14,00

	Tunjangan Fungsional Umum
	173.922.000,00
	159.475.000,00
	91.69

	Tunjangan Beras
	346.035.900,00
	291.139.220,00
	84,14

	Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus
	61.245.800,00
	16.594.159,00
	27,09

	Pembulatan Gaji
	1.000.562,00
	52.198,00
	5,22

	Iuran Asuransi Kesehatan
	162.745.488,15
	139.440.701,00
	85,68

	Tunjangan Papua
	662.970.000,00
	508.945.000,00
	76,77

	Tunjangan Daerah Terpencil
	1.750.000,00
	1,500,000.00
	85,71

	Tambahan Penghasilan Berdasrkan Beban Kerja
	324.000.000,00
	305.650.000,00
	94,34

	Tambahan Penghasil Berdasarkan Tempat Bertugas
	45.540.000,00
	45.540.000,00
	100

	Tambahan Penghasilan Bersyarat
	4.052.280.000,00
	4.052.251.619,00
	100

	Tambahan Penghasilan Lauk Pauk
	1.460.448.000,00
	1.460.044.000,00
	99,97

	Jumlah
	12.600.814.000,00
	11.897.043.459,00
	94,41





· Realisasi Pelaksanaan Belanja Langsung
Belanja Langsung diperuntukan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan dalam pelaksanaan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan di Provinsi Papua. Sumber pembiayan belanja langsung bersumber dari 1). Dana Alokasi Umum (DAU) yang diperuntukan untuk membiayai program/kegiatan rutin OPD, dan 2). Dana Otonomi Khusus (OTSUS) yang diperuntukan untuk belanja pembangunan yang bersentuhan langsung dengan program/kegiatan prioritas OPD dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. 
Realisasi Belanja mendukung pelaksanaan program kegiatan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Papua Tahun 2017 berdasrkan sumber dana terlihat pada tabel berikut :
Tabel 3.5.
Realisasi Belanja Langsung Per Sumber Dana Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Papua Tahun Anggaran 2017

	NO
	Belanja Per Sumber Dana
	Anggaran Sesudah Perubahan
	Realisasi
	%

	1
	Dana Alokasi Umum (DAU)
	5.000.000.000,00
	4.807.818.113
	96,16

	2
	Dana Otonomi Khusus (OTSUS)
	30.000.000.000,00
	27.732.827.963,00
	92,44

	
	Jumlah
	35.000.000.000,00
	32.540.646.076,00
	92,97



Dari  tabel di atas  diketahui bahwa total belanja APBD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Papua Tahun 2017 sebesar                                                        


Rp. 35.000.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 32.540.646.076,00 atau sebesar 92,97 persen.  Persentase anggaran belanja per sumber dana dari total alokasi anggaran belanja yang dilokasikan pada OPD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Papua  Tahun 2017 terbesar pada alokasi Dana OTSUS sebesar 86 persen, diikuti Dana Alokasi Umum sebesar 14 persen.
Dari penyerapan atau realisasi anggaran terbesar pada realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 96,16 persen,  kemudian diikuti Dana OTSUS sebesar 92,44 persen.












BAB IV
URUSAN PILIHAN YANG DILAKSANAKAN

4.1. URUSAN PERTANIAN
1) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
Alokasi anggaran APBD Tahun 2017 untuk pelaksanaan program peningkatan kesejahteraan petani  sebesar Rp. 649.400.000,-  dengan total penyerapan sebesar                                                    Rp. 566.030.600,-. Capaian kinerja program ini baik dengan realisasi keuangan sebesar 87,16% realisasi fisik 87,58%. Adapun rincian kegiatan dari program tersebut sebagai berikut : 
a. Terlaksananya Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis 
Pelaksanaan Pelatihan Petani dan Pelaku Agrobisnis dilakukan dengan pembinaan ke peternak babi dan lebah madu dengan lokasi kegiatan, yaitu :  1 (satu) kelompok peternak babi dengan jumlah peserta  20 orang peternak di Kabupaten Lanny  Jaya (Distrik Tiom, Kampung Onggeme),  dan 1 (satu) kelompok peternak babi dengan jumlah peserta sebanyak 35 orang di Kabupaten Tolikara (Distrik Karubaga, Kampung Karubaga). Sedangkan pembinaan kelompok ternak lebah madu di Kabupaten Jayawijaya (Distrik Walelagama, Kampung Walelagama)  sebanyak 3 (tiga) kelompok dengan jumlah peserta 20 orang. Kegiatan pembinaan dapat terlaksana dengan baik 100%. Alokasi dana kegiatan ini sebesar Rp. 139.500.000,- namun realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 58.860.000,- (42,19%). Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan ini 

kurang baik karena realisasi fisik dan keuangan dibawah 50% karena kegiatan pengadaan peralatan lebah madu yang menunjang pembinaan ke kelompok peternak lebah madu tidak dapat diselesaikan oleh Rekanan/Pihak ketiga yang telah ditunjuk sebagai  penyedia sesuai kontrak/perjanjian kerja dengan nilai kontrak Rp. 75.000.000,-   sampai dengan batas waktu yang ditentukan, sehingga dana tersebut dikembalikan pada Kas Negara. Sedangkan untuk kegiatan pembinaan 
b. Sosialisasi Pembangunan Peternakan
Pelaksanaan Sosialisasi Pembangunan Peternakan dialokasikan anggaran sebesar                              Rp. 181.500.000,- dengan total penyerapan anggaran sejumlah Rp. 178.770.600,- . Capaian kinerja kegiatan ini sangat baik dengan realiasisasi keuangan sebesar 98,5% dan realisasi fisik 100%. Adapun rincian pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :
· Terlaksananya operasional Pameran Pembangunan Peternakan di Surabaya Jawa Timur dengan capaian realisasi fisik sebesar 100 %.
Materi/Bahan Pameran Pembangunan Peternakan Tahun 2017 di Surabaya Jawa Timur, yaitu :  berbagai jenis olahan peternakan  (madu, dendeng sapi manis dan asin, dendeng rusa manis dan asin, abon sapi dan abon rusa). 
· Terlaksananya Publikasi Informasi Pembangunan Peternakan melalui surat kabar yaitu SKH Bintang Papua dan SKH Cenderawasih Pos sebanyak 3 (tiga) edisi  dengan capaian realisasi fisik sebesar 100%.


Publikasi Informasi Pembangunan Peternakan melalui media cetak yaitu melalui SKH Bintang Papua sebanyak 2 (dua) edisi dan SKH Cenderawasih Pos 1 (satu) edisi. Adapun artikel yang dimuat antara lain sebagai berikut :
1) Pelaksanaan Upaya Khusus Sapi  Indukan Wajib Bunting (UPSUS SIWAB) di Kabupaten Keerom, Penulis : Ir. Agustinus Bagio, M.MT
2) Penyakit Salmonella Pullorum dan cara pencegaan, Pengobatan dan Pengendalian, Penulis : Drh. I. Nyoman Polos
3) Melihat fakta di lapangan pelaksanaan Upaya Khusus Sapi Wajib Bunting (UPSUS SIWAB) di Provinsi Papua , Penulis : Ir. Agustinus Bagio, M.MT.
· Terlaksananya Publikasi Informasi Pembangunan Peternakan melalui LPP RRI Jayapura sebanyak 3 (tiga) topik dengan capaian realisasi fisik sebesar  100%
Publikasi Informasi Pembangunan Peternakan melalui media elektronik yaitu melalui LPP RRI Jayapura dalam bentuk program Siaran Gerbang Kampung sebanyak 3 (tiga) topik sebagai berikut :
1) Penanggulangan penyakit Pullorum, Narasumber : Drh. I. Nyoman Polos
2) Pemeliharaan Ayam Broiler Mandiri,  Narasumber : Ir. Agustinus Bagio, M.MT
3) Pemeliharaan Babi ramah lingkungan, Narasumber : Drh. I.Nyoman Polos
· Terlaksananya Produksi dan Penyiaran Informasi Pembangunan Peternakan  melalui LPP TVRI Papua sebanyak 1 (satu)  paket  dengan capaian realisasi fisik  sebesar                   100 %.

Materi siaran berkaitan dengan program/kegiatan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Papua yaitu Pelaksanaan Upaya Khusus Sapi Indukan Wajib Bunting (UPSUS SIWAB) di Kabupaten Keerom. 
· Terlaksananya perjalanan dinas dalam rangka Pameran Pembangunan Peternakan di Surabaya Jawa Timur dengan capaian realisasi fisik  sebesar 100 %.  

Realisasi penyerapan anggaran tidak mencapai 100% karena ada sisa dana dari perjalanan dinas luar daerah dalam rangka promosi komoditas unggulan daerah sebesar Rp2.729.400,- yang telah disetor ke Kas Daerah. 

c. Kegiatan Pekan Nasional (PENAS) Pertemuan Kontak Tani Nelayan Andalan Nasional. 
Kegiatan Pekan Nasional (PENAS) yang dilaksanakan di Provinsi NAD (Aceh) dengan alokasi dana  Rp. 328.400.000,- terserap/digunakan 100 %. Capaian Kinerja kegiatan ini sangat baik (100%) dengan penjabaran kegiatan  sebagai berikut :
· Pengadaan ATK untuk menunjang kegiatan Pekan Nasional (PENAS) KTNA sebanyak 1 paket dengan capaian realisasi fisik  sebesar 100 %.
· Penyusunan Laporan Pelaksanaan PENAS  Pertemuan  Kotak Tani Nelayan Andalan Nasional  sebanyak 1 (satu) paket  dengan capaian realisasi fisik  sebesar 100 %.
· Terlaksananya Operasional Penunjang Kegiatan PENAS KTNA  dengan capaian realisasi fisik  sebesar 100 %.


· Terlaksananya perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan kegiatan PENAS pertemuan KTNA di Provinsi Aceh sebanyak 10 OP terdiri dari 6 OP Petugas Provinsi dan 4 Orang Peternak,  dengan capaian realisasi fisik sebesar 100%.

2) Promosi Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
Alokasi anggaran yang diperuntukkan untuk pelaksanaan program promosi peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan sebesar Rp. 381.694.000,- dengan penyerapan anggaran sebesar Rp. 377.675.700,-. Capaian kinerja kegiatan ini sangat baik (98,98%).
Adapun kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut : 
a) Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Usaha 
Kegiatan yang dilaksanakan adalah pembinaan penguatan kelembagaan di Kabupaten Mimika, Merauke, Biak Numfor dan Jayawijaya, serta mengikuti pameran Pembangunan Perternakan di Surabaya.  Disamping itu dilaksanakan pula magang sarana kelembagaan pasar ternak di Sidoarjo Provinsi Jawa. Penyerapan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 106.125.700,- dari total alokasi anggaran sebesar Rp. 110.144.000,-. Capaian kinerja kegiatan ini sangat baik (96,35%). Realisasi keuangan tidak mencapai 100% karena adanya sisa dana dari perjalanan dinas luar dan dalam daerah dalam rangka Pameran Pembangunan Peternakan di Surabaya Jawa Timur sebesar Rp 4.018.300,- dan sudah disetor ke Kas Daerah 



b) Promosi Produk Hasil Peternakan
Pelaksanaan kegiatan Promosi Hasil Produk Peternakan adalah terselenggaranya pasar murah sebanyak 2 (dua) kali yakni menjelang hari Raya Idul Fitri Tahun 2017 yang dilaksanakan di Taman Imbi Jayapura dan menjelang Natal 2017 yang dilaksanakan di GOR Cenderawasih Jayapura.  Secara teknis, pelaksanaan kegiatan pasar murah bersama-sama dengan instansi lain seperti Bank Indonesia dan OPD Pemerintah Provinsi Papua lingkup ekonomi dan asosiasi-asosiasi lainnya. Dana yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan ini sejumlah Rp. 271.550.000,-, sedangkan dana yang terserap sebesar 100% sehingga capaian kinerja kegiatan ini tergolong sangat baik.

Secara keseluruhan pelaksanaan Program pada point 1 dan 2  dapat dilaksanakan dengan baik, namun  mengalami beberapa hambatan/kendala antara lain sebagai berikut :
1. Dana belanja hibah barang dan jasa yang diserahkan pada pihak ketiga/masyarakat yakni peralatan lebah madu tidak dapat terlaksana karena rekanan/pihak ketiga tidak mampu melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa sampai batas waktu yang ditetapkan dalam kontrak/perjanjian kerja dengan alasan tetap bahwa barang-barang (peralatan lebah madu) telah dibeli, dimana sampai batas akhir 30 Desember 2017 pihak ketiga tidak dapat  menunjukkan barang jasa sesuai dengan kontrak/perjanjian kerja  yang telah diserahkan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Papua. 


2. Tidak tersedianya sarana dan prasarana operasional di kabupaten/kota dalam menunjang kegiatan khususnya dana operasional kegiatan sehingga mempengaruhi kegiatan pembinaan/sosialisasi pada peternak atau kelompok penerima ternak babi dan ternak lebah. Dalam melaksanakan pembinaan usaha kelompok dan pembinaan manajemen kewirausahaan umumnya kabupaten/kota tidak mempunyai data kelompok usaha yang baik, hal ini dikarenakan kurangnya pembinaan terhadap peternak atau kelompok ternak. 
3. Pada umumnya peternak atau kelompok ternak masyarakat asli papua secara teknis kurang  memanfaatkan bantuan ternak yang diberikan oleh dinas dengan baik.

3) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
Dana yang dialokasikan untuk pelaksanaan program pencegahan dan                     penanggulangan penyakit ternak sebesar Rp. 1.624.660.000,- dengan penyerapan dana sejumlah Rp. 1.617.919.830,-. Capaian kinerja program ini sangat baik (99,59). Adapun                       kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut :
a. Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak
Kegiatan ini mendapatkan alokasi dana sebesar Rp. 400.000.000,- dengan serapan dana sebesar Rp. 399.608.880,-. Capaian kinerja kegiatan ini sangat baik (99,9%) dengan rincian kegiatan adalah :
· Pengamatan Penyakit Hog Cholera 


Kegiatan ini dilaksanakan di Kabupaten Jayawijaya dan Nabire dan memperoleh hasil bahwa tidak ditemukan penyakit Hog Cholera di 2 (dua) kabupaten tersebut.
· Pengamatan Penyakit AI Berbasis resiko 
	Kegiatan pengamatan Penyakit AI berbasis resiko berlokasi di Kabupaten Mimika dan Biak Numfor,- dan tidak di temukan penyakit AI di kedua kabupaten tersebut.
· Pengamatan Penyakit Hewan SE dan Anthrax 
Kegiatan Pengamatan Penyakit Hewan SE dan Anthrax dilakukan di Kabupaten Merauke dan Kepulauan Yapen,  dan tidak di temukan penyakit hewan SE dan Anthrax di 2 (dua) kabupaten tersebut. 
· Pendataan dan Pengawasan Obat Hewan
Pelaksanaan kegiatan pendataan dan pengawasan obat hewan di  Kabupaten Merauke telah dilakukan dan tidak di temukan Obat yang Expiredate dan ilegal di Kabupaten Merauke.
· Surveillance Papua Bebas Rabies 
Kegiatan surveillance penyakit Rabies dilakukan dengan mengambil sampel otak anjing di Kabupaten Biak Numfor, Nabire, Mimika, Merauke, Asmat, Mappi, Yahukimo, Jayawijaya, Kep.Yapen, Waropen, Sarmi, Jayapura dan Kota Jayapura. Kemudian diperiksa sampel tersebut dan mendapatkan hasil tidak di temukan virus rabies pada Hypocampus Anjing.


· Pembuatan Peta Penyakit Hewan 
Untuk mengetahui daerah sebaran penyakit di wilayah Se-Provinsi Papua maka dibuat Peta Penyakit Hewan Papua Tahun 2016 dan telah selesai 100%.

b. Penelitian dan Identifikasi Penyakit Ternak
Pelaksanaan kegiatan penelitian dan identifikasi penyakit ternak menggunakan dana sebesar Rp. 851.822.350,- (99,31% dari alokasi dana yang disediakan sebesar                               Rp. 400.000.000,-). Capaian kinerja kegiatan ini sangat baik dengan realisasi fisik sebesar 100% dengan rincian pelaksanaan kegiatan adalah :
· Tersedianya obat-obatan hewan 1 (satu) paket)
· Tersedianya bahan kimia, KIT dan media isolasi Lab. 1 (satu) paket
· Terlaksananya pengawasan Hog Cholera, AI/Flu Burung, Brucellosis
· Terlaksananya pengawasan produk Pangan Asal Hewan (PAH) di 2 lokasi
· Kegiatan Pelayanan Klinik Hewan yang bersifat Aktif ditahun 2017 dilakukan di 6 (enam) Kabupaten dengan target 12 kampung, yaitu : (1). Kabupaten Pegunungan Bintang (kampung Imik dan Arimkop), (2). Kabupaten Asmat (Kampung Paar dan Mbait), (3). Kabupaten Paniai (Kampung Awabutu dan Dupia), (4). Kabupaten Puncak (distrik Gome dan Ilaga), (5). Kabupaten Intan Jaya (Kampung Yogapa dan Wawagapa) dan (6) Kabupaten Puncak (kampung Wuyukwi dan Pruleme). Pelayanan dilakukan tanpa dipungut biaya dan langsung menyentuh ternak masyarakat berupa pemberian obat, penyuluhan seputar pemeliharan kesehatan hewan, kebersihan ternak dan lingkungan kandang di lokasi atau kabupaten yang tidak terdapat tenaga medis veteriner. Jumlah ternak yang mendapat pelayanan sebanyak 3.423 ekor dengan kasus penyakit yang ditemukan lebih dominan ternak terinfeksi penyakit kulit (scabies) dan cacingan (helmintiasis). Sistem pemeliharaan ternak yang belum sesuai atau tidak dikandangkan menyebabkan penyakit parasit eksternal dan internal ini sangat mudah menular ke ternak lainnya. Untuk penanganan atau pengobatan penyakit ini telah diberikan vitamin dan obat anti parasit oral maupun injeksi. Sedangkan kasus indigesti dan kekurangan berat badan/kurus juga masih banyak ditemukan, namun petugas kesehatan telah memberikan saran-saran dalam pemberian pakan dan sanitasi kandang. Vitamin dan mineral serta antibiotic juga telah diberikan untuk mengantisipasi serangan bakteri sekunder. 
· Pelayanan Klinik hewan yang bersifat Aktif atau pelayanan yang dilakukan di Klinik hewan pada tahun 2017. Tercatat sebanyak 2.351 ekor hewan dengan jumlah kasus terbanyak adalah infestasi parasite internal/cacingan, ektoparasit dan traumatic. Sementara kasus penyakit kontagiuos seperti penyakit suscpet distemper dan suspect parvovirus jumlahnya menurun 2,3% jika dibandingkan dengan tahun 2016. Kasus infestasi parasite internal atau cacing yang meningkat sebanyak 1,2% ditahun 2017 dibanding tahun 2016 diprediksikan bahwa hal ini terjadi akibat adanya perpindahan/ lalu lintas ternak anjing antar wilayah yang tidak terpantau kesehatannya. Factor lain seperti masih banyak ditemukan anjing atau ternak yang dipelihara secara tidak intesif, 

kondisi ini yang mempermudah terjadinya penularan parasite internal maupun ekternal. Kasus helmintiasis adalah penyakit yang bersifat endemic diwilayah tropis, seperti di Indonesia hal ini akan diperparah jika kebersihan kandang atau lingkungan tidak dijaga. Oleh karena itu disetiap kesempatan petugas kesehatan hewan telah menyampaikan perihal pemberian obat cacing oral secara rutin kepada ternak minimal setiap 6 (enam) bulan sekali dan atau penyuntikan anti parasit kulit secara rutin setiap 14 (empat belas) hari sekali guna memutuskan rantai kehidupan parasit, pemberian makanan atau minuman yang cukup dan dimasak secara benar. Melakukan pemeriksaan atau general check up secara rutin sesuai kebutuhan, mengandangkan ternak atau hewannya, dan memperlakukan hewan sesuai dengan asasanimal welfare.
· Pelayanan Klinik hewan yang bersifat semi aktif lebih terfokus pada pelayanan kesehatan hewan Kepolisian Daerah Papua unit K9. Pelayanan kesehatan hewan ini dilakukan di Klinik hewan dan di kandang milik Polda Papua. Pelayanan Klinik hewan yang bersifat Aktif atau pelayanan yang dilakukan di Klinik hewan pada tahun 2017  tercatat sebanyak 2.351 hewan dengan jumlah kasus terbanyak adalah infestasi pada tahun 2017  tercatat sebanyak 271 hewan. Jika disbanding tahun 2016 tercatat terjadi penurunan aktifitas pelayanan semi aktif sebanyak 1,3% hal ini disebabkan karena klinik hewan tidak lagi melayani satwa pada Balai Konservasi Sumber Daya Alam.


c. Peningkatan Sumberdaya Kelembagaan Kesehatan Hewan
Kegiatan ini mendapatkan alokasi dana sebesar Rp. 160.000.000,- dengan serapan dana sebesar Rp. 159.970.000,-. Capaian kinerja kegiatan ini sangat baik (100%) dengan rincian kegiatan adalah :
· Tersedianya obat–obatan dalam rangka operasional pengendalian penyakit parasit  di   7 (tujuh) Kabupaten/ Kota (Kabupaten Merauke, Biak, Kepulauan Yapen, Nabire, Jayapura, Keerom, dan Kota Jayapura), dengan rincian bahan meliputi Verm-O Bolus  sebanyak 250 Bls/Btl,  Nemasol 40 Botol dan Neguvon Powder 10 Kaleng.  
· Terlaksananya kegiatan operasional pelayanan kesehatan hewan  di  3 (tiga) puskeswan,  yaitu Puskeswan Koya (Kota Jayapura), Puskeswan Yaturaharjo (Kabupaten Keerom), dan Puskeswan Waibron (Kabupaten Jayapura). Kegiatan operasional puskeswan dilaksanakan melalui pelayanan kesehatan hewan dalam bentuk pelayanan pasif, aktif, semi aktif, meliputi pelayanan pengobatan, kastrasi, vaksinasi, penanganan kebidanan, gangguan reproduksi, konsultasi, dll yang dilaksanakan oleh  Puskeswan yang ada di Kabupaten Jayapura (Puskeswan Waibron), Kabupaten Keerom (Puskeswan Yaturaharjo) dan Kota Jayapura  (Puskeswan Koya).
· Terlaksananya kegiatan operasional pengendalian Parasiter sebanyak 3.500 dosis di  7 (tujuh) Kabupaten/Kota,  meliputi Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura, Kabupaten Keerom, Biak Numfor, Nabire, Merauke dan Kepulauan Yapen.


d. Pencegahan, Pengendalian, Pemberantasan Penyakit Menular dan Gangguan Penyakit Reproduksi Ternak.
Pelaksanaan kegiatan ini menggunakan dana sebesar Rp. 206.518.600 (99,8% dari pagu dana yang tersedia sebesar Rp. 206.950.000,-). Capaian kinerja kegiatan ini sangat baik dengan realiasi fisik 100%. Adapun rincian hasil pelaksanaan kegiatan seperti di bawah     ini :
· Tersedianya vaksin sebanyak 2.000 dosis untuk menunjang kegiatan operasional vaksinasi hog cholera di Kabupaten/Kota
· Tersedianya peralatan kesehatan hewan 1 paket sebagai penunjang operasional kegiatan pencegahan, pengendalian, pemberantasan penyakit dan menular dan gangguan reproduksi pada hewan/ternak.
· Terlaksananya 100% operasional  vaksinasi Hog Cholera, pemberantasan Brucellosis, penanggulangan kasus kejadian PHM dan penanggulangan gangguan reproduksi di Kabupaten Biak Numfor, Mímika, Merauke, Jayawijaya, Kepulauan Yapen, Nabire, Waropen, Sarmi,  Jayapura, Keerom dan Kota Jayapura. Kegiatan penanggulangan PHM dilapangan dilakukan melalui desinfeksi atau penyemprotan bahan desinfektan di kandang babi dan unggas untuk penyakit Hog Cholera dan AI. Kegiatan desinfeksi bertujuan untuk membunuh dan menghambat perkembangbiakan virus Hog Cholera dan AI, mencegah  penyebaran virus Hog Cholera dan AI, menurunkan kasus Hog 


· Cholera dan AI didaerah tertular serta meningkatkan pengentahuan masyarakat tentang bahaya penyakit Hog Cholera dan AI. 
· Terlaksananya kegiatan penanggulangan gangguan reproduksi dengan menggunakan obat-obat yaitu hormon juramate, hormon chorulon, hormon PG 600, Vitol, Biodin, Vitamin, Penstrep dan Povidon Iodine. Obat-obat ini berasal dari bantuan BBVet Maros dan Dinas Peternakan Kabupaten Kota yang menangani fungsi Kesehatan Hewan dalam rangka kegiatan gangguan reproduksi mendukung SIWAB. 
· Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh UPTD Balai Klinik Hewan Entrop sebesar                  Rp. 70.954.000,- sehingga melebihi/meningkat dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp. 50.000.000/tahun.

4) Program Peningkatan Produksi Peternakan
Dana yang dialokasikan untuk pelaksanaan program pencegahan dan                     penanggulangan penyakit ternak sebesar Rp. 25.418.446.000,- dengan penyerapan dana sejumlah Rp. 23.270.692.569,-. Capaian kinerja program ini sangat baik (realiasasi keuangan 91,55% dan realiasasi fisik 98,94%). Adapun kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut :
a. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pembibitan Ternak
Pembangunan sarana dan prasana pembibitan ternak di Distrik Muara Tami, Kota Jayapura menggunakan dana sebesar Rp. 2.709.049.519,- (88,62% dari jumlah dana yang 

tersedia yaitu Rp. 3.056.800.000,-). Capaian kinerja kegiatan ini baik dengan realiasasi fisik 100%. Adapun rincian hasil pelaksanaan kegiatan seperti di bawah ini :
· Terbangunnya UPTD Pembibitan Ternak dan Fasilitas Sarana Prasarana 1 unit
· Terbangunnya rumah dinas/jaga dan sarana prasarana 3 unit
· Terbangunnya kandang dan sarana prasarana 1 paket
b. Pembibitan dan Perawatan Ternak
Kegiatan pembibitan dan perawatan ternak di UPTD Balai Pembibitan Ternak Kampung Harapan (BPT-KH) dilakukan dengan alokasi dana sebesar Rp. 1.884.796.000,- dan penyerapan dana untuk pelaksanaan kegiatan sejumlah Rp. 1.875.524.328,-. Capaian kinerja kegiatan ini sangat baik (99,50%) dengan realisasi fisik 100%. Adapun hasil pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :
· Tersedianya bahan obat-obatan hewan 1 paket untuk menunjang pelaksanaan pencegahan dan pengobatan penyakit ternak-ternak di UPTD BPT-KH.
· Tersedianya pakan ternak dan zat aditif/probiotik pakan ternak  bagi ternak babi, kelinci, ayam buras, dan itik.
Jenis pakan ternak yang diadakan/dibeli, yaitu :
· Pakan konsentrat ternak babi Finisher sebanyak 50.508 kg, pakan starter 9450 kg, pakan grower 5000 kg . 
· Pakan konsentrat ayam buras sebanyak 16.000 kg terdiri dari pakan starter 3000 kg dan pakan grower  2000 kg, pakan Layer 8.000 kg 

· Pakan lokal ayam buras 3000 kg terdiri dari jagung  giling 2000 kg dan dedak 1000 kg
· Pakan lokal ternak kelinci 1000 kg.
· Pakan lokal Ternak itik 4000 kg
· Pakan lokal ternak babi 2000 kg
· Tersedianya pakaian kerja bagi petugas lapangan/kandang.
· Tersedianya alat-alat laboratorium dan kedokteran hewan guna menunjang aktivitas pemeriksaan, pengembangbiakkan, dan pengobatan ternak.
· Terbinanya kelompok ternak babi di Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura
· Populasi ternak babi hingga akhir tahun 2017 sejumlah 126 ekor
· Populasi ternak Ayam Arab di Balai Pembibitan Ternak Kampung Harapan Tahun 2017 sejumlah 200 ekor;
· Populasi ternak itik/entoq pada akhir tahun 2017 berjumlah 43 ekor
· Produksi telur ayam arab selama tahun 2017 mencapai 14.000 butir .    
· Selama tahun 2017 pendistribusian bibit ternak babi sebanyak 305 ekor telah dilakukan  Balai Pembibitan Ternak Kampung Harapan ke Kab. Jayawijaya, Nabire, Biak, Puncak Jaya, Paniai, Kerom, Jayapura, dan Kota Jayapura.
· Sarana produksi pada UPTD Balai Pembibitan Ternak Kampung Harapan, antara lain :
· Bangunan kantor 1 (satu) unit pada lokasi Kampung Harapan dan Besum 
· Bangunan kandang babi 
·  Kandang Dewasa 2 unit sebanyak 42 buah 
·  Kandang Pembesaran 1 unit sebanyak 3 buah 
·  Kandang Beranak  1 unit sebanyak  4 buah 
·  Kandang IB ternak babi sebanyak 1 unit

c. Penyusunan Database Potensi Peternakan
Alokasi dana kegiatan ini sebesar Rp. 1.066.350.00,- dan anggaran yang telah terserap dalam pelaksanaan kegiatan ini sejumlah 100% dari pagu dana tersebut. Capaian kinerja kegiatan ini sangat baik dengan realisasi fisik 100% telah menghasilkan Dokumen Masterplan Kawasan Peternakan Papua. Pelaksanaan kegiatan penyusunan database potensi peternakan dimulai dari melakukan kerjasama antara Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Papua dengan Fakultas Peternakan Institut Pertanian Bogor (IPB) untuk pembuatan Masterplan Kawasan Peternakan Papua. Tim IPB dan tim pendamping dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Provinsi Papua dan Balitbang Provinsi Papua awalnya melakukan survey ke 5 lokasi yang akan dijadikan titik/fokus untuk pembuatan masterplan, yaitu Kabupaten Jayapura, Keerom, Kota Jayapura, Kabupaten Jayawijaya, dan Merauke. Hasil survey kemudian diolah oleh Tim IPB dan dibuat draft masterplan kawasan peternakan Papua untuk dipaparkan terlebih dahulu untuk mendapatkan masukan atau saran dari pihak Provinsi baik dari dinas provinsi,                              5 kabupaten/kota maupun instansi terkait (Balitbang Provinsi Papua). 




d. Penguatan Kelembagaan Inseminasi Buatan
Kegiatan ini mendapatkan alokasi dana sebesar Rp. 1.336.200.000,- dan telah direalisasikan sejumlah Rp. 1.335.138.650,-. Capaian kinerja kegiatan ini sangat baik (99,92%) dengan realisasi fisik sebesar 100%. Adapun hasil pelaksanaannya sebagai berikut :
· Terlaksananya kegiatan sinkronisasi IB/ hormon sebanyak 2000 dosis/1000 botol, tersedianya bahan N2 cair untuk 8 kabupaten/Kota sebanyak 3000 liter dan terlaksananya pengadaan container (20 liter) untuk operasional kegiatan sinkronisasi IB sebanyak 9 unit yang di laksanakan di Kabupaten Merauke, Jayapura, Keerom, Nabire, Biak Numfor, Sarmi, Mimika dan Kota Jayapura;
· Tersedianya bahan dan peralatan mendukung pelaksanaan kegiatan pelayanan UPSUS SIWAB di 8 Kabupaten/Kota (Kabupaten Merauke, Jayapura, Keerom, Nabire, Biak Numfor, Sarmi, Mimika dan Kota Jayapura) sebanyak 1 paket.

e. Pengembangan Sarana dan Prasarana Produksi Ternak
Kegiatan ini menggunakan dana sebesar Rp. 810.770.872 atau 98,45% dari pagu dana sejumlah Rp. 823.500.000,-. Capaian kinerja kegiatan ini sangat baik dengan realisasi fisik 100%. Adapun hasil pelaksanaan sebagai berikut :
· Terlaksananya pembinaan dan verifikasi/pengawasan kegiatan di Kabupaten Jayawijaya, Mimika, Nabire, Jayapura, Keerom dan Kota Jayapura
· Terlaksananya  pengadaan sarana pemagaran lokasi ternak di Kabupaten Nabire sebanyak                    1 Unit/Kelompok; 
· Tersedianya sarana kandang Ternak Babi di Kabupaten Jayawijaya, Keerom dan Kota Jayapura sebanyak 5 Unit/Kelompok; 
· Terlaksananya bantuan sarana pengolah pupuk organik di Kota Jayapura sebanyak 1 Unit;
· Tersedianya pembangunan sarana kandang ternak babi di Kabupaten Mimika sebanyak 1 Unit;

f. Pengembangan Ternak Besar
Kegiatan ini menggunakan dana sebesar Rp. 981.220.000 atau 98,45% dari pagu dana sejumlah Rp. 1.050.800.000,-. Capaian kinerja kegiatan ini sangat baik dengan realisasi fisik 100%. Adapun hasil pelaksanaan sebagai berikut :
· Terlaksananya pembinaan di tingkat kelompok sebanyak 4 kegiatan;
· Terlaksananya pengadaan pengembangan ternak sapi di Kabupaten Keerom dan Kota Jayapura sebanyak 4 kelompok (15 ekor/kelompok).

g. Pengembangan Ternak Kecil
Pelaksanaan pengembangan ternak kecil menggunakan dana sebesar Rp. 1.190.762.200 atau 99,23% dari pagu dana sejumlah Rp. 1.200.000.000,-. Capaian kinerja kegiatan ini sangat baik dengan realisasi fisik 100%. Adapun hasil pelaksanaan sebagai berikut :
· Terlaksananya pembinaan di kelompok penerima manfaat sebanyak 6 kali;
· Tersedianya ternak babi di 9 (sembilan) kelompok peternak di Kabupaten Jayawijaya (1 klpk mendapatkan 32 ekor ternak), Keerom (3 klpk, masing-masing klpk mendapatkan 32 ekor), Kota Jayapura (5 klpk (2 klpk masing-masing mendapatkan 15 ekor, dan 3 klpk masing-masing mendapatkan 11 ekor);
· Tersedianya dukungan pakan ternak babi sebanyak 9 kelompok
h. Pengembangan Ternak Program Gerbangmas
Pelaksanaan pengembangan ternak program gerbangmas menggunakan dana sebesar              Rp. 15.000.000.000 atau 88,68% dari pagu dana sejumlah Rp. 13.301.877.000,-. Capaian kinerja kegiatan ini sangat baik dengan realisasi fisik 98,3%. Adapun hasil pelaksanaan sebagai berikut :
· Terlaksananya pengadaan obat-obatan dan vitamin untuk ternak sapi dan ternak  sebanyak 1 paket di Kabupaten Waropen dan Sarmi;
· Terlaksananya pengadaan obat-obatan dan vitamin untuk ternak sapi dan ternak babi sebanyak 8 paket di Kabupaten Yahukimo, Paniai, Puncak Jaya, Pegunungan Bintang, Yalimo, Deiyai, Keerom, dan Lanni Jaya;
· Terlaksananya kegiatan penyerahan ternak sapi 400 ekor ke Kabupaten Sarmi, dan 100 ekor sapi di Kabupaten Waropen dan pembinaan ke peternak di 2 kabupaten tersebut. 
· Terlaksananya kegiatan penyerahan ternak babi serta pembinaan ke kelompok-kelompok peternak di 8 kabupaten (Kabupaten Yahukimo (60 ekor), Paniai (60 ekor), Puncak Jaya (60 ekor), Pegunungan Bintang (60), Yalimo (60 ekor), Deiyai (60 ekor), Keerom (86 ekor), dan Lanni Jaya (60 ekor));
· Terlaksananya pengadaan dan penyerahan pakan konsentrat ternak babi di  Kabupaten Paniai dan Deiyai. Enam kabupaten lainnya (Kabupaten Yahukimo, Puncak Jaya, Pegunungan Bintang, Yalimo, Keerom, dan Lanni Jaya) tidak dapat terlaksana pengadaan pakan konsentrat karena harga pakan ternak untuk ke enam 

· kabupaten tersebut tidak sesuai dengan harga yang sudah ditetapkan di pagu anggaran.

5) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan
Dana yang dialokasikan untuk pelaksanaan program peningkatan penerapan teknologi peternakan sebesar Rp. 1.456.000.000,- dengan penyerapan dana sejumlah Rp. 1.448.394.234,-.
Capaian kinerja program ini sangat baik (realiasi keuangan 91,55% dan realisasi fisik 100%). Adapun kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut :
· Terlaksananya Pelayanan IB dan Pembinaan Optimalisasi Akseptor IB mendukung kegiatan UPSUS SIWAB di 8 Kabupaten / Kota (Kabupaten Jayapura, Keerom, Nabire, Mimika, Biak Numfor, Merauke, Sarmi, dan Kota Jayapura);
· Terlaksananya pelayanan dan optimalisasi IB di Kabupaten Biak Numfor, Merauke, Sarmi, Nabire, dan Mimika;
· Terlaksananya sosialisasi dan pembinaan peningkatan Mutu Genetik Sapi Potong melalui IB di             8 Kabupaten/Kota sebanyak 8 orang

6) Program Peningkatan Keamanan Pangan dan Ketahanan Pangan Asal Hewan
Program peningkatan keamanan pangan dan ketahanan pangan asal hewan dalam pelaksanaannya telah menggunakan dana sejumlah Rp. 452.115.030 atau 96,24% dari pagu dana yang tersedia sebesar Rp. 469.800.000,-. Capaian kinerja program ini sangat baik dengan 


realisasi fisik 98,94%. Adapun rincian dan hasil kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai berikut :
a. Peningkatan Mutu Keamanan Pangan Asal Hewan
Kegiatan ini menggunakan dana sebesar Rp. 133.364.000 atau 99,08% dari pagu dana sejumlah Rp. 134.600.000,-. Capaian kinerja kegiatan ini sangat baik dengan realisasi fisik 100%. Adapun hasil pelaksanaan sebagai berikut :
· Telah dilaksanakan sosialisasi penerapan kesejahteraan hewan pada tempat pemotongan hewan qurban di Kabupaten Jayapura, Keerom dan Kota Jayapura dengan 
peserta adalah petugas TPH dan pengurus masjid yang bertanggung jawab pada pelaksanaan pemotongan hewan qurban sebanyak 15 orang peserta. 
· Terlaksananya pengawasan produk hewan, khususnya pemotongan hewan di Kabupaten Jayapura, Keerom dan Kota Jayapura yang merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner pada saat pelaksanaan hari Raya Idul Qurban. Tahun Anggaran 2017 ini Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan bekerja sama dengan Dinas Pertanian Kota Jayapura dan untuk melakukan pengawasan pemotongan hewan pada hari raya qurban. Dalam pelaksanaan pengawasan baik di Kabupaten Jayapura, Keerom dan Kota Jayapura masih ditemukan hal-hal sebagai berikut : 
1. Perobohan sapi yang tidak sesuai dengan prinsip kesrawan sehingga sapi terlihat kesakitan dan dalam kondisi stress pada saat disembelih.
2. Penanganan daging yang tidak dijaga higiene dan sanitasinya. 
3. Masih banyak ditemukan karkas yang tidak digantung.
4. Jeroan dan daging yang tidak dipisah.
· Terlaksananya pengawasan pemotongan hewan qurban di Kabupaten Jayapura, Keerom dan Kota Jayapura dan hasilnya adalah masih ditemukan cacing pada organ dalam seperti hati dan lambung. Sehingga diharapkan dapat menjadi informasi kepada Kabupaten/Kota setempat untuk melakukan pengobatan cacing secara berkala.
· Terlaksananya sidak hari besar keagamaan bekerjasama dengan Dinas Pertanian Kota Jayapura, Balai POM, dan Satpol PP ke pasar tradisional, kios daging, swalayan, dan mall di wilayah Abepura, dan Kota Jayapura. Hasil sidak yang dilakukan ternyata petugas menemukan ada pelaku usaha yang kurang memperhatikan kualitas daging yang dijual (busuk), petugas langsung melakukan penyitaaan dan pemusnahan. Kepada pelaku usaha yang bersangkutan petugas melakukan pembinaan untuk tidak menjajakan daging yang dalam kondisi tidak layak untuk dikonsumsi (busuk) karena akan sangat berpengaruh kepada kesehatan manusia apabila dikonsumsi. Petugas juga menemukan penjual-penjual musiman menjajakan produk hewan dengan kondisi yang kurang layak yaitu menjajakan daging beralaskan karung dan kardus, dibawah matahari langsung, dipinggir jalan yang banyak debu, banyak lalat dll. Sehingga perlu dilalukan pembinaan ataupun sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan.





b. Penanganan Pasca Panen Produk Pangan Asal Hewan (PPAH) dan Bahan Pangan Asal Hewan (BPAH)
Kegiatan ini menggunakan dana sebesar Rp. 143.899.300 atau 99,10% dari pagu dana sejumlah Rp. 145.200.000,-. Capaian kinerja kegiatan ini sangat baik dengan realisasi fisik 100%. Adapun hasil pelaksanaan sebagai berikut :

· Telah dilakukan audit sertifikasi NKV pada usaha budidaya ayam petelur oleh 3 orang auditor dari Provinsi Papua ke PT. Harvest Pulus Papua lokasi di Koya yang merupakan unit usaha budidaya ayam petelur (unggas). Audit dilakukan dengan memperhatikan syarat administrasi dan persyaratan teknis hygiene sanitasi di area kandang sampai proses pengepakan telur dan siap dipasarkan. Setelah melalui proses penilaian terhadap usaha tersebut maka dapat disimpulkan bahwa budidaya ayam petelur milik                      PT Harvest Pulus Papua layak diberikan Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner kategori Level 1 dan berhak memperoleh NKV dengan kategori sangat baik (kualifikasi ekspor). Sertifikat diterbitkan pada bulan Januari 2018. 
· Telah dilakukan audit sertifikasi NKV pada usaha cold storage atau gudang pendingin pada Unit Usaha Kios Maulida milik Pak Alwi di Jalan Hasanudin – Timika. Audit dilakukan oleh 1 orang auditor dari Provinsi dan 2 orang auditor dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab Mimika terhadap unit usahanya dengan memperhatikan syarat administrasi dan persyaratan teknis hygiene sanitasi di area anteroom, termometer digital pengukur suhu gudang pendingin atau Cold Storage (CS), menilai 

Pallet dan dinding CS apakah terbuat dari bahan yang tidak mudah korosif, tirai penutup CS, lampu yang harus berpelindung, blower haruus dalam keadaan aktif dan tidak rusak sehingga tidak menimbulkan kondensasi (embun/es ) pada langit-langit CS, peletakan bahan pangan yang tidak boleh bercampur dengan bahan pangan lain, memilki genset karena apabila lampu padam maka suhu didalam cs tetap stabil                         

(-18 s/d -20 derajat Celsius), wastafel untuk mencuci tangan jika petugas akan masuk dalam CS dan persyaratan lainnya yang di kontrol oleh petugas Dokter Hewan dari pemilik usaha ataupun dari Dinas Peternakan terkait. Setelah melalui proses penilaian terhadap usaha tersebut, maka dapat disimpulkan Toko Maulida masih belum bisa diberikan Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner karena ada persyaratan kritis dan mayor yang belum dipenuhi diantaranya belum ada pemasangan wastafel hingga siap dipakai dan tirai.  Setelah masa waktu melengkapi sesuai kesepakatan auditor dan pelaku usaha telah berakhir, namun pengusaha tersebut belum juga melengkapi sehingga unit usaha diberikan Surat Keterangan Pra – NKV (memenuhi kriteria Level IV) diterbitkan pada bulan Januari 2018. Selanjutnya unit usaha ini akan dibina untuk bisa memperbaiki dan melengkapi syarat standar kepemilikan Setifikasi NKV.
· Telah dilakukan audit sertifikasi NKV pada usaha cold storage atau gudang pendingin CV. Mulia Jaya milik Pak Manto di jalan Budi Utomo - Timika. Audit dilakukan oleh 1 orang auditor dari Provinsi dan 2 orang auditor dari Dinas Peternakan dan Kesehatan 

Hewan Kab Mimika terhadap unit usahanya dengan memperhatikan syarat administrasi dan persyaratan teknis hygiene sanitasi di area anteroom, termometer digital pengukur suhu gudang pendingin atau Cold Storage (CS), menilai Pallet dan dinding CS apakah terbuat dari bahan yang tidak mudah korosif, tirai penutup CS, lampu yang harus berpelindung, blower haruus dalam keadaan aktif dan tidak rusak sehingga tidak menimbulkan kondensasi (embun/es ) pada langit-langit CS, peletakan bahan pangan 

yang tidak boleh bercampur dengan bahan pangan lain, memilki genset karena apabila lampu padam maka suhu didalam cs tetap stabil (-18 s/d -20 derajat Celsius), wastafel untuk mencuci tangan jika petugas akan masuk dalam CS dan persyaratan lainnya yang dikontrol oleh petugas Dokter Hewan dari pemilik usaha ataupun dari Dinas Peternakan terkait. Setelah memalui proses penilaian terhadap usaha tersebut maka di simpulkan bahwa CV Mulia Jaya masih belum bisa diberikan Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner karena ada persyaratan yang belum dipenuhi yaitu cold storage sedang kosong belum terisi kembali sehingga tidak ada aktifitas dalam CS. Selanjutnya unit usaha ini akan dibina untuk bisa memperbaiki dan melengkapi syarat standar kepemilikan Setifikasi NKV.
· Telah dilakukan audit sertifikasi NKV pada usaha cold storage atau gudang pendingin UD Cahaya Maudi milik Pak Baharuddin di Jalan Hasanudin - Timika. Audit dilakukan oleh 1 orang auditor dari Provinsi dan 2 orang auditor dari Dinas Peternakan dan 

Kesehatan Hewan Kab Mimika terhadap unit usahanya dengan memperhatikan syarat administrasi dan persyaratan teknis hygiene sanitasi di area anteroom, termometer digital pengukur suhu gudang pendingin atau Cold Storage (CS), menilai Pallet dan dinding CS apakah terbuat dari bahan yang tidak mudah korosif, tirai penutup CS, lampu yang harus berpelindung, blower haruus dalam keadaan aktif dan tidak rusak sehingga tidak menimbulkan kondensasi (embun/es ) pada langit-langit CS, peletakan bahan pangan yang tidak boleh bercampur dengan bahan pangan lain, memilki genset karena apabila lampu padam maka suhu didalam cs tetap stabil (-18 s/d -20 derajat Celsius), wastafel untuk memcuci tangan jika petugas akan masuk dalam CS dan persyaratan lainnya yang di kontrol oleh petugas Dokter Hewan dari pemilik usaha ataupun dari Dinas Peternakan terkait. Setelah memalui proses penilaian terhadap usaha tersebut maka di simpulkan UD Cahaya Maudi masih bisa diberikan Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner karena ada persyaratan yang merupakan persyaratan kritis dan mayor diantaranya pemasangan wastafel yang belum ada belum juga dilengkapi sehingga unit usaha ada diberikan Sertifikat NKV memenuhi kriteria Level III Berhak memperoleh NKV dengan kategori cukup diterbitkan pada bulan Januari 2018. Selanjutnya unit usaha ini akan di pantau agar lebih meningkatkan standar hygiene sanitasi pada unit usahanya dan mempunyai kesempatan untuk naik ke Level yang lebih tinggi.


· Telah dilakukan audit sertifikasi NKV pada usaha cold storage atau gudang pendingin UD Mitra Niaga milik Pak Harry Tel di Jalan Yos Sudarso - Timika. Audit dilakukan oleh 1 orang auditor dari Provinsi dan 2 orang auditor dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab Mimika terhadap unit usahanya dengan memperhatikan syarat administrasi dan persyaratan teknis hygiene sanitasi di area anteroom, termometer digital pengukur suhu gudang pendingin atau Cold Storage (CS), menilai Pallet dan dinding CS apakah terbuat dari bahan yang tidak mudah korosif, tirai penutup CS, lampu yang harus berpelindung, blower haruus dalam keadaan aktif dan tidak rusak sehingga tidak menimbulkan kondensasi (embun/es ) pada langit-langit CS, peletakan 

bahan pangan yang tidak boleh bercampur dengan bahan pangan lain, memilki genset karena apabila lampu padam maka suhu didalam cs tetap stabil (-18 s/d -20 derajat Celsius), wastafel untuk memcuci tangan jika petugas akan masuk dalam CS dan persyaratan lainnya yang di kontrol oleh petugas Dokter Hewan dari pemilik usaha ataupun dari Dinas Peternakan terkait. Setelah melalui proses penilaian terhadap usaha tersebut, maka disimpulkan UD Cahaya Maudi masih bisa diberikan Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner karena semua persyaratan yang perlu dilengkapi seperti perbaikan CS yang sebelumnya bocor dan pemasangan wastafel sudah dipenuhi sehingga unit usaha diberikan Sertifikat NKV dengan memenuhi kriteria Level III Berhak memperoleh NKV dengan kategori cukup diterbitkan pada bulan Januari 2018. Selanjutnya unit usaha ini 

akan dipantau agar lebih meningkatkan standar hygiene sanitasi pada unit usahanya dan mempunyai kesempatan untuk naik ke Level yang lebih tinggi.
· Telah dilakukan Surveillens ke RPH di Merauke dan Unit-Unit Usaha Produk Asal Hewan (PAH) yang telah memiliki sertifikat NKV di Kabupaten Biak Numfor, Merauke, dan Kota Jayapura. Hasil surveillens di RPH Merauke gudang pendingin masih belum berfungsi karena rusak dan  ruang pelayuan  belum maksimal dimanfaatkan  karena pejagal lebih suka langsung mengangkut daging setelah selesai pengulitan dan pemisahan karkas. Untuk itu perlu pengawasan di dalam RPH untuk hal ini agar kesadaran pejagal/pemilik ternak lebih ditingkatkan  untuk melakukan  pelayuan terlebih  dahulu sebelum diangkut sehingga mendapatkan kualitas  daging yang baik. Sedangkan untuk unit-unit usaha PAH masih baik dan mempertahankan kualitas sesuai level yang tercantum pada sertivikat NKV.
· Terlaksananya pembinaan ke unit-unit usaha produk pangan asal hewan di Kabupaten Merauke, Tolikara, Nabire, dan Kota Jayapura, serta Rumah Pemotogan Unggas di Merauke.

c. Pelayanan Kebijakan Pengujian Produk Pangan di Masyarakat
Kegiatan ini menggunakan dana sebesar Rp. 174.851.730 atau 92,03% dari pagu dana sejumlah Rp. 190.000.000,-. Capaian kinerja kegiatan ini sangat baik dengan realisasi fisik 97,7%. Adapun hasil pelaksanaan sebagai berikut :

· Telah dilaksanakan pengambilan sampel sebanyak 100 sampel yang berasal dari Kabupaten/Kota di Provinsi Papua yang meliputi Kabupaten Jayapura , Keerom, Kota Jayapura, Merauke, Biak Numfor, Lani Jaya, Jayawijaya, Paniai, Deiyai dan Kabupaten Nabire. Pemeriksaan sampel dilaksanakan di Balai Klinik Hewan dan laboratorium Type B Jayapura.
· Terlaksananya pembinaan pengujian Pangan Asal Hewan (PAH) di Kabupaten Deiyai, Paniai, Lanii Jaya, Nabire, Puncak Jaya, Jayawijaya, Biak Numfor, Merauke, Jayapura, Keerom, dan Kota Jayapura.

7) Program Perencanaan Pembangunan
Program perencanaan pembangunan dalam pelaksanaannya telah menggunakan dana sejumlah Rp. 2.356.960.050 atau 99,07% dari pagu dana yang tersedia sebesar                                 Rp. 2.378.970.000,-. Capaian kinerja program ini sangat baik dengan realisasi fisik 100%. Adapun rincian dan hasil kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai berikut :
a. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan
Kegiatan ini menggunakan dana sebesar Rp. 705.774.700 atau 99,66% dari pagu dana sejumlah Rp. 708.200.000,-. Capaian kinerja kegiatan ini sangat baik dengan realisasi fisik 100%. Adapun hasil pelaksanaan sebagai berikut :
· Terbentuknya tim monitoring dan evaluasi yang telah melaksanakan monitoing pelaksanaan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan di kabupaten/kota. Hasil 

kegiatan adalah kegiatan pengadaan barang/jasa telah dilaksanakan dengan baik oleh pihak teknis dan telah diterima baik oleh kelompok-kelompok peternak di wilayah kabupaten/kota yang mendapatkan bantuan baik ternak, maupun fisik.
b. Rapat Kerja Teknis
Pelaksanaan kegiatan ini dengan realisasi dana sebesar Rp. 206.978.500 atau 97,17% dari pagu dana sejumlah Rp. 213.000.000,-. Capaian kinerja kegiatan ini sangat baik dengan realisasi fisik 100%. Adapun hasil pelaksanaan sebagai berikut :
· Terlaksananya rapat koordinasi teknis pembangunan peternakan dan kesehatan hewan se-Provinsi Papua dengan hasil kegiatan adalah mewujudkan system perencanaan yang konsisten dan terpadu serta tepat sasaran antara Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat 
melalui pelaksanaan Rapat Kerja Teknis Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan.
c. Rapat Evaluasi
Pelaksanaan kegiatan ini dengan realisasi dana sebesar Rp. 380.698.000 atau 99,54% dari pagu dana sejumlah Rp. 382.450.000,-. Capaian kinerja kegiatan ini sangat baik dengan realisasi fisik 100%. Adapun hasil pelaksanaan sebagai berikut :
· Rapat Evaluasi Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan telah dilaksanakan di Hotel Aston Jayapura tanggal 28 s/d 30 November 2017 dengan mengundang narasumber dari pusat dan daerah serta peserta dari kabupaten/kota se-Provinsi Papua. Dari hasil kegiatan tersebut tercapai kesepakatan sebagai berikut :

· Dalam rangka mendukung suksesnya pelaksanaan PON XX tahun 2020 di Provinsi Papua perlu peningkatan produksi ternak sapi bakalan (daging) setiap tahunnya mulai tahun 2018 dan 2019, terutama di Kabupaten/Kota Potensial dengan rincian Kabupaten Sarmi 300 ekor, Keerom 400 ekor, Jayapura 400 ekor dan Kota Jayapura 200 ekor.
· Dalam upaya mendukung pelaksanaan UPSUS SIWAB tahun 2018 kepada kabupaten/kota, Provinsi dan Pusat wajib memprogramkan kegiatan peningkatan SDM (Inseminasi Buatan, Pemeriksaan Kebuntingan, Asistensi Tehnik Reproduksi, Paramedik dan Medik Veteriner) dan peningkatan sarana (kandang jepit, tali dan obat-obatan) serta prasarana lainnya.

· Provinsi Papua telah dinyatakan bebas Avian Influenza(AI)  sesuai Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 600 Tahun 2017, untuk itu kabupaten/kota, provinsi dan pusat  tetap menerapkan aspek kewaspadaan dengan melakukan pengamatan/ Surveillance secara berkala dan berkelanjutan serta peningkatan pengawasan terh
· Untuk memenuhi ketersediaan bibit ternak (sapi, babi dan ayam) di tingkat Provinsi dan kabupaten/kota, perlu didorong pengembangan Pusat Pembibitan Swasta.


d. Penyusunan Program dan Anggaran Rencana Kerja/Teknis/Program
Pelaksanaan kegiatan ini dengan realisasi dana sebesar Rp. 662.343.050 atau 98,99% dari pagu dana sejumlah Rp. 668.990.000,-. Capaian kinerja kegiatan ini sangat baik dengan realisasi fisik 100%. Adapun hasil pelaksanaan sebagai berikut :
· Terlaksananya bimbingan teknis (bimtek) penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dengan narasumber dari Universitas Gajah Mada. Setelah bimtek diikuti oleh semua pegawai di lingkungan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi selanjutnya pihak UGM menerima uraian aktivitas kerja dari tiap bidang dan UPTD serta sekretariat untuk diolah dan dijadikan Buku Standart Operasional Prosedur yang akan dipakai semua pegawai dalam melaksanakan tugas setiap hari di kantor agar alur tugas yang dijalankan dapat terarah dan tepat sasaran serta tepat waktu. 
· Tersusunnya dokumen perencanaan tahunan 1 dokumen melalui pelaksanaan koordinasi perencanaan ke kaupaten/kota dan pusat.

e. Penyusunan Data Statistik Peternakan
Alokasi dana kegiatan ini sebesar Rp. 406.330.000 dan realisasinya sejumlah                               Rp. 401.165.800,- (98,73%). Capaian kinerja kegiatan ini sangat baik dengan realisasi fisik 100%. Adapun hasil pelaksanaan sebagai berikut :
· Telah dilaksanakan kegiatan verifikasi dan validasi data peternakan dan kesehatan hewan tingkat provinsi di Hotel Grand Abe dengan mengundang seluruh petugas data di kabupaten/kota se-Provinsi Papua.  Hasil kegiatan adalah tersedianya data statistik 

peternakan Tahun 2017 yang vaild sebagai bahan dalam penyusunan perencanaan                  sebanyak 1 dokumen, melalui pelaksanaan pengumpulan data dan verifikasi dan validasi data.





       











BAB V 
P E N U T U P

Laporan pertanggungjawaban Program dan Kegiatan Tahun 2017 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Papua disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan bahan Laporan pertanggungjawaban Kepada Gubernur Papua merupakan salah satu upaya yang dilakukan dalam mendorong terwujudnya  pembangunan peternakan dan kesehatan hewan di Provinsi Papua dan mendukung visi misi Gubernur Papua yaitu “Papua Bangkit Mandiri dan Sejahtera”.
Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan baik dana OTSUS maupun DAU secara fisik mencapai realisasi 98 persen dan keuangan 92,97 persen. 
Keberhasilan dicapai dalam pembangunan peternakan dan kesehatan hewan tahun 2017 tidak terlepas dari dukungan seluruh kegiatan   yang ada di lingkup Dinas  Peternakan dan Kesehatan Hewan baik dukungan secara langsung maupun  tidak  langsung.  Dukungan  langsung  adalah  program/kegiatan  yang secara khusus mempengaruhi capaian target, dan dukungan tidak langsung antara lain berupa dukungan manajemen pelaksanaan tugas Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Papua.
Disamping dukungan yang berasal dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Papua, Kinerja Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan 2017 juga tidak terlepas dari dukungan seluruh stakeholders pembangunan peternakan, baik di pusat maupun daerah. 

Mengingat luasnya aspek dan banyaknya unsur yang terlibat dalam pembangunan peternakan, maka tidaklah berlebihan kalau dikatakan bahwa suksesnya pembangunan peternakan dan kesehatan hewan terletak pada komitmen dan kerja keras bersama, baik Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan, Perguruan Tinggi, dan Peternak.
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